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ABSTRAK 

 

Penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer berpotensi mengancam keamanan 

ruang angkasa dan stabilitas global. Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 

istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” belum terdefinisi dengan jelas sehingga 

berujung pada ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan atau 

penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. Penelitian ini 

membahas tentang tinjauan terhadap keamanan ruang angkasa berdasarkan Outer 

Space Treaty 1967 dengan rumusan masalah: Bagaimana peran Outer Space Treaty 

1967 dalam mengatur keamanan ruang angkasa? dan Apa tantangan kontemporer 

dan proyeksi ancaman masa depan dalam penegakan Outer Space Treaty 1967? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. 

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang 

menggunakan teknik analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. 

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Outer Space Treaty 1967 berperan sebagai 

fondasi perdamaian di ruang angkasa. Prinsip-prinsipnya mendorong transparasi, 

free access, dan non-appropriation. Kelemahan ada pada interpretasi “tujuan 

damai”, berpotensi memicu perlombaan senjata. Tantangan penegakan Outer Space 

Treaty 1967 dipengaruhi oleh perkembangan dan manifestasi teknologi ruang 

angkasa, dimensi militer di ruang angkasa, hingga peningkatan signifikan kegiatan 

militer di ruang angkasa. Aktor dan aset baru ruang angkasa dan kapasitas ganda 

teknologi ruang angkasa juga ikut mengancam keamanan ruang angkasa dan 

stabilitas global. 

Kata Kunci: Keamanan Ruang Angkasa, Outer Space Treaty 1967, Militerisasi. 
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ABSTRACT 

 

The use of outer space for military purposes poses a potential threat to the security 

of outer space and threatens global stability. The term "peaceful" or the phrase 

"peaceful purposes" is not clearly defined in the provisions of the Outer Space 

Treaty of 1967, which leads to ambiguity and could potentially be exploited or 

misused. This research examines space security in the context of the Outer Space 

Treaty of 1967. The research questions are: How does the Outer Space Treaty of 

1967 play a role in regulating space security? What are the contemporary 

challenges and projected future threats to the enforcement of the Outer Space 

Treaty of 1967? This research employs a normative research method with a legal, 

conceptual, and historical approach. Research materials are gathered through 

library research utilizing qualitative analysis techniques, and conclusions are 

drawn deductively. The research findings highlight that the Outer Space Treaty of 

1967 serves as a cornerstone for peace in outer space. Its principles promote 

transparency, free access, and non-appropriation. However, a weakness lies in the 

interpretation of "peaceful purposes" which could potentially trigger an arms race. 

The enforcement of the Outer Space Treaty of 1967 faces challenges stemming from 

advancements and manifestations of space technology, the militarization of space, 

and the significant increase in military activities in outer space. New space actors, 

assets, and the dual-use potential of space technology also pose threats to space 

security and global stability. 

Kata Kunci: Space Security, Outer Space Treaty 1967, Militarization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama lebih dari dua dekade sejak awal permulaan space age, tidak kurang 

dari 1.500 satelit dengan orientasi militer telah diluncurkan ke ruang angkasa 

dimana angka tersebut mewakili sekitar 75% dari jumlah semua satelit.1 

Kesadaraan akan space age timbul ketika peluncuran Sputnik pada 4 Oktober tahun 

1957. Selanjutnya, pada 3 November 1957, satelit bumi Uni Soviet yang berisikan 

anjing ikut diluncurkan. Eksistensi sains dan teknologi ruang angkasa Uni Soviet 

memperlihatkan kemampuan Uni Soviet dalam mempunyai teknologi yang 

diperlukan untuk menjelajahi dan mengendalikan ruang angkasa, yang mana 

memiliki konsekuensi signifikan bagi keamanan global. Dengan peluncuran 

Sputnik, Uni Soviet menunjukkan kapasitasnya untuk meluncurkan rudal balistik 

antarbenua. Kemampuan manusia untuk menggunakan ruang angkasa akan sangat 

mengubah pendekatan futuristik untuk mempertahankan perdamaian atau memicu 

perang.2 

Mayoritas peluncuran satelit militer dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni 

Soviet dimana setengah dari jumlah satelit tersebut memiliki misi pengintaian yang 

terbagi menjadi lima kategori yakni fotografi, elekronik, pengawasan laut, 

peringatan dini (early-warning), dan satelit pendeteksi ledakan nuklir.3 

 
1 Jasani, B. dan Lunderius, M. A. (1980). Peaceful Uses of Outer Space-Legal Fiction and Military 

Reality. Bulletin of Peace Proposals, 11(1), 57–70. Hal. 57. 
2 Carl T. Curtis. (1971). The Space Age: Legal and Policy Problems. University of Richmond Law 

Review, 6(1), 49–64. 
3 Jasani, B. dan Lunderius, M. A, Loc. Cit. 
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Perjanjian Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space 

and Under Water (dikenal dengan Partial Test Ban Treaty) tahun 1963 merupakan 

instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum dan dengan jelas 

mengakui bahwa ruang angkasa merupakan dimensi baru dalam keamanan 

internasional yang patut mendapat perhatian. Keberadaan Outer Space Treaty 1967 

semakin mempertegas hal tersebut dengan memuat larangan terkait penggunaan 

senjata di ruang angkasa yang tercantum pada Pasal IV Outer Space Treaty 1967.  

Paragraf pertama Pasal IV Outer Space Treaty 1967 berisi tentang larangan 

penempatan benda-benda yang membawa senjata nuklir atau senjata pemusnah 

massal lainnya di orbit bumi, pemasangan senjata nuklir atau senjata pemusnah 

massal lainnya di benda laingit, atau penempatan senjata nuklir atau senjata 

pemusnah massal lainnya di ruang angkasa.4 Di sisi lain, ketentuan ini tidak 

melarang penempatan senjata jenis lain di ruang angkasa untuk keperluan militer, 

seperti senjata konvensional atau bahkan senjata laser. Dengan kata lain, ketentuan 

ini tidak mencegah Negara menggunakan ruang angkasa untuk tujuan militer, selagi 

tidak melibatkan penggelaran senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.5 

Larangan tersebut berlaku hanya di mana senjata diposisikan ke orbit yang 

stabil atau di benda langit sehingga larangan tidak berlaku untuk penyebaran senjata 

pemusnah massal jika penyebarannya tidak melibatkan penyisipannya ke orbit atau 

penempatan di Bulan atau benda langit lainnya.6 

 
4  Pasal IV, Outer Space Treaty 1967. 
5 Ricky J. Lee. (2003). The Jus Ad Bellum in Spatialis: The Exact Content and Practical Implications 

of the Law on the Use of Force in Outer Space. Journal of Space Law, 29(1&2), 93–119. Hal. 95. 
6 Ibid. 
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Selain paragraf pertama pada Pasal IV Outer Space Treaty 1967 yang 

memberikan celah, penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer baik pada masa 

kini maupun mendatang semakin memiliki potensi yang mengancam baik 

keamanan global maupun keamanan ruang angkasa. Hal ini terutama disebabkan 

oleh istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” yang belum terdefinisi dengan jelas 

sehingga menghasilkan ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan 

atau penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. 

Amerika Serikat sejak awal berusaha menerapkan norma “tujuan damai” dalam 

kegiatan ruang angkasa karena menyadari konflik yang meluas selama Perang 

Dingin dapat membahayakan negara sendiri maupun komunitas internasional. 

Sebagai bukti komitmen ini, Amerika Serikat memilih peluncuran ruang angkasa 

pertama mereka sebagai peluncuran sipil daripada peluncuran militer. Keputusan 

ini berakibat pada “kemenangan” Uni Soviet dalam perlombaan untuk 

menempatkan satelit buatan terlebih dahulu.78 

Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967, istilah “damai” merupakan istilah 

yang multi-interpretasi, menyebabkan kontroversi di antara para sarjana hukum 

ruang angkasa. Terdapat dua interpretasi dari istilah “damai”. Makna pertama 

mengartikan “damai” sebagai semua kegiatan militer non-agresif (non-aggressive 

military activities) yang dilakukan hanya untuk tujuan pertahanan. Tafsiran lain 

mengartikan “damai” secara eksplisit sebagai non-militer (non-military). Menurut 

Profesor Bin Cheng, kata “damai” dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 sesuai 

 
7 Memorandum of Conference with President Eisenhower on October 8, 1957. Diakses melalui 

National Archives Catalog: https://catalog.archives.gov/id/186623 
8 Uni Soviet dengan Sputnik-1 pada tahun 1957 dan Amerika Serikat dengan Explorer 1 pad atahun 

1958.  

https://catalog.archives.gov/id/186623


4 
 

 
 

dengan aturan dalam menginterpretasikan perjanjian pada Pasal 31 ayat (1) 

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, menyatakan bahwa syarat-syarat 

perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik dan diberikan ‘pemaknaan secara 

umum’ (ordinary meaning).9 Jika mengikuti definisi ini, satelit penginderaan jauh 

dan satelit pengawasan yang digunakan untuk tujuan militer dianggap tidak damai 

(non-peaceful) dan termasuk ke dalam kategori ilegal.10 

Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai kesepakatan pada tahun 1986 untuk 

mengadakan moratorium11 sukarela terhadap pengujian senjata anti-satelit atau 

anti-satellite weapons (ASAT). Kedua negara tersebut setuju bahwa pengujian 

ASAT tidak efektif dan mengancam lingkungan ruang angkasa. Ini mencerminkan 

betapa pentingnya negara-negara adidaya terhadap keamanan ruang angkasa 

selama Perang Dingin, dengan menghentikan pengembangan sistem senjata baru 

untuk membuat lingkungan ruang angkasa lebih aman. Akibatnya, sepanjang 

Perang Dingin, diperbolehkan menggunakan ruang angkasa pada kegiatan militer 

pasif seperti penggunaan ruang angkasa untuk komando, kontrol atau pengintaian, 

tetapi tidak untuk kegiatan yang melibatkan persenjataan ruang angkasa. 

Tindakan yang diambil oleh negara-negara tersebut menunjukkan bahwa tujuan 

damai di ruang angkasa memiliki konten yang lebih dari sekadar non-agresif. Akan 

tetapi, penafsiran seperti itu sulit dipertahankan dalam iklim geopolitik 

kontemporer. Moratorium sukarela terhadap pengembangan ASAT runtuh pada 

tahun 2007 karena adanya uji coba ASAT yang dilakukan oleh China. 

 
9 Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969. 
10 Srikanth, Mukund Thirumalai. (2011). Whether “Military” and “Peaceful” Are Synonymous in 

Light of the Outer Space Treaty. Indonesian Journal of International Law, 8(2), 291–313. 
11 Menunda atau menghentikan sementara pengujian senjata anti-satelit. 
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Uji coba ASAT oleh China yang destruktif ini belum pernah dilakukan oleh 

negara mana pun dalam dua dekade terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran 

internasional karena menciptakan banyak puing ruang angkasa yang bersifat 

persisten.12 Hal ini diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 2008 dan India yang 

berhasil menguji ASAT dari darat ke ruang angkasa pada tahun 2019. 

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, Prancis juga 

mengerahkan divisi militer baru di Angkatan Udara yang didedikasikan untuk 

operasi luar angkasa.13 Florence Parly, Menteri Pertahanan Prancis,  menyatakan 

bahwa mereka akan mempertahankan satelitnya dengan senjata mesin dan laser.14 

Kemudian, Inggris juga telah membahas peningkatan peran militer luar angkasanya 

dengan pernyataan bahwa Kementerian Pertahanan sedang mempersiapkan diri 

untuk perang luar angkasa dalam 15 tahun mendatang.15 Meskipun pembentukan 

Angkatan Luar Angkasa tidak melanggar hukum internasional, namun sinyal yang 

digunakan dalam retorika seputar tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara-

negara terlibat pendekatan baru yang lebih agresif terhadap ruang angkasa, yang 

dapat mengganggu stabilitas tujuan damai di seluruh dunia. 

Kegiatan di ranah ruang angkasa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut 

berpotensi mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. Eksistensi 

 
12 Laura Grego, “A History of Anti-Satellite Programs”., Union of Concerned Scientists, 2012. Hal. 

13. 
13 France 24. (2019, Juli 13). Macron announces crration of French space force. Diakses melalui 

France 24: https://www.france24.com/en/20190713-macron-france-space-force 
14 Hanneke Weitering. (2019, Augustus 3). France is Launching a ‘Space Force’ with Weaponized 

Satellites. Diakses melalui: https://www.space.com/france-military-space-force.html 
15 Sarah Knapton. (2019, 27 September). Ministry of Defence preparing for space war within the 

next 15 years. Diakses melalui The Telegraph: 

https://www.telegraph.co.uk/science/2019/09/27/ministry-defence-preparing-space-war-within-

next-15-years/ 

https://www.france24.com/en/20190713-macron-france-space-force
https://www.space.com/france-military-space-force.html
https://www.telegraph.co.uk/science/2019/09/27/ministry-defence-preparing-space-war-within-next-15-years/
https://www.telegraph.co.uk/science/2019/09/27/ministry-defence-preparing-space-war-within-next-15-years/
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dari sampah ruang angkasa yang bersemayam di ruang angkasa menyebabkan 

satelit yang masih aktif rentan mengalami tubrukan karena puing tersebut bergerak 

bebas dan tidak bisa dikontrol.16 

Dalam konteks geopolitik, penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh juga 

memiliki potensi digunakan untuk berbagai kepentingan perang, terutama kegiatan 

spionase atau targeting (penentuan sasaran). Beragam konflik kepentingan antar 

negara-negara adidaya dan perhelatan politik global yang kian kompleks dapat 

mengancam kedaulatan negara lain.17 

Penulis sepakat dengan pandangan bahwa Outer Space Treaty 1967 

meninggalkan celah yang memungkinkan negara adidaya untuk menggunakan 

ruang angkasa dengan berbagai fungsi militer lainnya seperti panduan senjata 

(weapon guidance), pengumpulan intelijen (intelligence collection) dan untuk 

penempatan sistem senjata non-nuklir, termasuk senjata anti-satelit di orbit.18 Outer 

Space Treaty 1967 yang merupakan landasan hukum internaisonal unutk kegiatan 

di ruang angkasa, dirasa kurang memadai. Perjanjian ini tidak secara jelas 

mendefinisikan penggunaan secara damai, sehingga menimbulkan interpretasi yang 

beragam dan celah hukum yang dapat diekploitasi. Keamanan ruang angkasa 

memiliki implikasi yang luas, gangguan terhadap kegiatan ruang angkasa dapat 

membawa dampak negatif yang signifikan bagi berbagai aspek di Bumi dan 

stabilitas global. Maka dari itu, Penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam 

 
16 Dewantoro, Satrio Anggoro dan Ika Riswanti. (2021). Ancaman Space Debris terhadap 

Kedaulatan Indonesia. Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, 1(2), 130–138. 
17 Hidayatullah, Poempida. (2015). Kedaulatan Antariksa Indonesia: “Frontir Terakhir yang 

Terlupakan”. Jurnal Kajian Lemhanas, 21, 53–73. Hal. 68–69. 
18 Jasani, B. dan Lunderius, M. A, Op. Cit., Hal. 66. 
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yang dituangkan melalui sebuah judul “TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN 

RUANG ANGKASA BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY 1967.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Outer Space Treaty 1967 dalam mengatur keamanan 

ruang angkasa? 

2. Apa tantangan kontemporer dan proyeksi ancaman masa depan dalam 

penegakan Outer Space Treaty 1967? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pengadaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Outer Space Treaty 1967 dalam 

mengatur keamanan ruang angkasa; dan 

2. Untuk mengetahui apa tantangan kontemporer dan proyeksi ancaman masa 

depan dalam penegakan Outer Space Treaty 1967 terkait kemanan ruang 

angkasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan 

pemahaman lebih terkait keamanan ruang Angkasa yang ditinjau 

berdasarkan Outer Space Treaty 1967. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumber literatur bagi para peneliti, akademisi, 
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maupun kalangan lainnya yang tertarik dengan permasalahan yang dikaji 

secara konseptual di dalam penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang ataupun dijadikan referensi 

lanjutan terkait isu terhadap keamanan ruang angkasa serta tantangan 

kontemeporer dan proyeksi ancaman masa depan dalam penegakan Outer 

Space Treaty 1967 di kemudian hari. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagaimana yang tertera pada judul penelitian, penelitian ini bergerak dalam 

kajian hukum internasional dengan fokus permasalahan pada keamanan ruang 

angkasa yang ditinjau menggunakan Outer Space Treaty 1967 dan tantangan 

kontemporer maupun proyeksi ancaman masa depan dalam penegakan Outer Space 

Treaty 1967. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kedaulatan Negara 

Eksposisi sistematis pertama terkait kedaulatan dilakukan oleh Jean Bodin. 

Konsepnya tentang “souveraineté” menjadi sentral dalam karyanya yang 

berjudul “Les Six Livres de ka République” atau “Six Books of the Republic” 

(1576). Perang saudara antara kaum Calvinis Huguenot dan monarki Katolik 

telah menimbulkan krisis tatanan di Prancis. Bodin berupaya untuk 

menghilangkan konsepsi tentang masyarakat yang tersegmentasi pada abad 

pertengahan, dengan alasan bahwa penguasa dan yang diperintah harus bersatu 
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dalam suatu badan politik yang besatu dimana kedaulatan berada di atas hukum 

manusia. Bodin mengkonseptualisasikan kedaulatan sebagai kekuasaan 

tertinggi atas warga negara dan subjek yang tidak dibatasi oleh hukum atau 

kekuasaan republik yang absolut dan abadi.19 

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam 

negara. Sifat-sifat dari kedaulatan adalah tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi. 

Terdapat beberapa teori guna mengetahui kekuasaan tertinggi dalam negara. 

Salah satunya adalah teori kedaulatan negara.20 Teori kedaulatan negara 

menyatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan 

bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum ditaati karena Negara yang 

menghendakinya yang mana hukum adalah kehendak Negara dan Negara 

memiliki kekuatan yang tidak terbatas.21 Penganjur teori ini ialah Hans Kelsen 

dalam buku “Reine Rechtslehre” yang mengatakan bahwa hukum ialah tidak 

lain daripada kemauan Negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. 

Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh Negara.22 

2. Teori Neorealisme 

Teori ini dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada bukunya “Theory of 

International Politics” merupakan pengembangan dari teori realisme klasik. 

Dalam realisme klasik, kekuatan dan kekuasaan merupakan tujuan dari suatu 

 
19 Mishra, A. (2008). Theorising State Sovereignty in South Asia, Economic and Political Weekly, 

43(40), 65–72. Hal. 66. 
20 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2015, Hal. 69. 
21 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, 

Hal. 62. 
22 Abu Daud Busroh, Op. Cit., Hal. 71. 
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negara. Sedangkan dalam neorealisme, kekuatan dan kekuasaan dilihat sebagai 

perangkat (tools) yang digunakan negara untuk melindungi diri dari ancaman. 

Ken Booth mengemukakan bahwa neorealisme berusaha memahami 

karakteristik sistem internasional yang merupakan hasil dari struktur yang 

anarkis, dimana negara menjalin hubungan yang dinamis dan selalu mencari 

cara untuk mengamankan kepentingannya masing-masing.23 Ini menunjukkan 

bahwa negara harus memiliki ciri superioritas agar dapat bertahan dari keadaan 

struktur internasional yang anarkis. 

Neorealisme menjelaskan beberapa faktor yang mendorong perilaku negara 

dalam sistem internasional. Teori ini memandang bahwa struktur internasional 

yang tidak memiliki hierarki mendorong suatu negara menggunakan kekuatan 

untuk bertahan. Hal ini terjadi karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi 

dari pada negara, sehingga negara-negara terlibat dalam persaingan untuk 

meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka.24 Kekuatan militer dan ekonomi 

suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut lebih siap menghadapi 

ancaman. Hal ini menyebabkan negara-negara mengejar dominasi untuk 

menghindari ketakutan ataupun tidak merasa terancam oleh negara lain. 

Interpretasi yang beragam pada ketentuan Outer Space Treaty 1967 

dilakukan berdasarkan kepentingan mereka sendiri untuk meningkatkan 

keamanan dan dominasi di ruang angkasa. Perilaku yang dilakukan negara-

negara adidaya tersebut menunjukkan bahwa mereka akan terus mencari cara 

 
23 Visensio Dugis, Teori Hubungan Internasional Perspekti-Perspektif Klasik, Jawa Timur, PT 

Revka Petra Media, 2016, Hal. 81. 
24 K. N. Waltz, Man, The State, and War: A Theoretical Analysis, New York, Columbia University 

Press, 2001, Hal. 221. 
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untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan mereka di ruang angkasa yang 

tentu saja berdampak pada timbulnya potensi konflik dan perang antariksa di 

masa mendatang. Persaingan di bidang ruang angkasa yang terjadi pada negara-

negara dengan teknologi mumpuni seperti China, Amerika Serikat, Rusia, 

hingga India, dapat mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. 

 

3. Teori Realisme Struktural Ofensif 

Teori ini merupakan turunan dari Teori Neorealisme yang dipopulerkan 

oleh John Mearsheimer. Mearsheimer berpendapat bahwa mendominasi dan 

berorientasi pada kekuatan yang maksimal adalah tujuan negara sehingga tidak 

lagi ada ancaman dari negara lain. Dengan kata lain, Negara harus melakukan 

ekspansi kekuatan seluas-luasnya untuk mengurangi ancaman. Semakin kuat 

suatu negara, semakin disegani dan besar penghormatan yang diberikan kepada 

negara tersebut oleh negara-negara lain. Menurut teori ini, kekuatan harus 

dikembangkan semaksimal mungkin hingga suatu negara mendominasi suatu 

wilayah dan tidak perlu menjaga keseimbangan. Dalam bukunya “The Tragedy 

of Great Power Politics”, Mearsheimer menyatakan bahwa keamanan negara 

tidak pernah terjamin sepenuhnya dan hanya akan tercapai dengan 

memaksimalkan kekuatannya (militer dan ekonomi),25 baru kemudian Negara 

dapat memastikan keamanannya. 

Pada buku tersebut, Mearsheimer menekankan pada lima asumsi utama. 

Pertama adalah sistem internasional bersifat anarkis,26 hal ini disebabkan oleh 

 
25 John J. Maersheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, Norton & Company, 2001, 

Hal. 5. 
26 Ibid. Hal. 30. 
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fakta bahwa negara terus bersaing karena tidak memiliki kekuatan yang lebih 

kuat daripada mereka sehingga negara terus berlomba-lomba. Kedua, negara 

yang kuat memerlukan militer yang juga kuat untuk digunakan terhadap negara-

negara lain. Negara-negara memiliki potensi untuk saling menyakiti dan bahkan 

menghancurkan satu sama lain. Kekuatan militer suatu negara biasanya 

diidentifikasi dengan persenjataan yang mereka miliki.27 Ketiga, negara tidak 

akan pernah yakin pada intensi negara lainnya. Terlebih, tidak ada negara yang 

percaya bahwa negara lain tidak akan menahan diri apabila dihadapi dengan 

suatu ancaman. Banyak faktor yang dapat memicu agresi dan tidak ada negara 

yang bisa yakin bahwa negara lain tidak termotivasi oleh salah satu faktor 

tersebut. Niat suatu negara dapat berubah. Ketidakpastian tentang niat suatu 

negara tidak dapat dihindari, artinya negara tidak pernah bisa yakin bhawa 

negara lain tidak memiliki niat menyerang.28 Asumsi keempat, negara akan 

mempertahankan nilai ketahanan di atas nilai-nilai lainnya. Kelangsungan 

hidup adalah tujuan utama negara-negara besar. Secara spesifik, negara 

berusaha mempertahankan integritas teritorial29 dan otonomi30 sistem politik 

domestik mereka. Kelangsungan hidup mendominasi motif lainnya karena 

suatu negara yang telah ditaklukkan kemungkinan besar tidak akan bisa lagi 

mengejar tujuan lainnya.31 Asumsi yang terakhir adalah negara merupakan 

 
27 Ibid. Hal. 30–31. 
28 Ibid. Hal. 31. 
29 Keutuhan wilayah suatu negara. 
30 Kewenangan suatu wilayah unutk mengatur urusannya sendiri. 
31 Ibid. 
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aktor yang rasional, sehingga negara akan memperhitungkan baik-baik strategi 

yang digunakan untuk bertahan (survive).32 

Dalam teori realisme structural ofensif, Mearsheimer mengidentifikasi tiga 

perilaku dasar negara yakni self-help, power maximization, dan outgroup fear.33 

Ketiadaan otoritas pusat dalam sistem internasional dan kecurigaan antar negara 

mendorong negara untuk fokus pada kepentingan mereka dan meningkatkan 

kekuatan mereka untuk menghadapi potensi bahaya dari negara lain. Ketiga 

perilaku ini menjadi motivasi utama bagi negara dalam mengambil kebijakan 

dan tindakan untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman negara lain. 

Diawali dengan ketakutan terhadap kelompok luar (outgroup fear), yang 

merupakan hal wajar bagi negara yang memiliki kekhawatiran akan 

kemampuan negara lain. Kemudian, negara bergerak ke arah tindakan 

peningkatan diri (self-help) dimana negara bercita-cita untuk mengembangkan 

kemampuannya sendiri. Akhirnya, negara mencapai maksimalisasi kekuatan 

(power maximization) dimana negara memaksimalkan kekuatan dalam suatu 

sektor hingga keadaan hegemon, yaitu keadaan dimana negara tidak memiliki 

saingan lagi. 

Celah interpretasi dari Outer Space Treaty 1967 dimanfaatkan oleh negara-

negara maju. Negara melakukan ekspansi kekuatan seluas-luasnya dalam hal 

ini hingga ke ruang angkasa guna meminimalisir ancaman dari negara lain. Pada 

bukunya, Maersheimer menyatakan bahwa sistem internasional bersifat 

 
32 Ibid. 
33 Ibid. Hal. 32–40. 
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anarkis,34 ketiadaan otoritas pusat di ruang angkasa memungkinkan negara 

untuk bertindak bebas dan menafsirkan ketentuan Outer Space Treaty 1967 

sesuai kepentingan mereka. Adanya ketimpangan kekuatan antara negara maju 

dan berkembang dalam bidang teknologi maupun militer, semakin 

memperlihatkan bahwa negara-negara adidaya tersebut menggunakan kekuatan 

semaksimal mungkin demi memastikan keamanan negaranya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini berfokus 

pada analisis norma hukum yang terkait dengan topik penelitian. Peninjauan 

dilakukan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.35 

Objek dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum tertulis maupun tidak 

tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan pengadilan, doktrin-doktrin, 

serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang mampu 

didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, maupun 

artikel yang mengangkat tema serta permasalahan yang serupa dengan apa 

yang Penulis tuangkan dalam tulisannya.36  

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

 
34 John J. Maersheimer, Hal. 30. Loc. Cit. 
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, Jakarta, UI Press, 2008, Hal. 12. 
36 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang, UNPAM Press, 2018 Hal. 15. 



15 
 

 
 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, membahas, membedah, dan 

menganalisis berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan 

terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.37 

Penulis akan mencermati peraturan perundang-undangan serta pasal-

pasal ataupun ayat yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini berakar dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin 

maupun pandangan-pandangan umum yang berkembang di dalam 

hukum.38 Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pandangan 

ataupun doktrin tersebut akan mampu menciptakan pengertian hukum, 

asas-asas, serta konsep hukum yang memiliki korelasi dan relevansi 

terhadap isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.39 

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari 

waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi 

yang mendasari aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan 

dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan pengaturan 

mengenai isu terkait. 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

 
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, Hal. 93–95. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen 

resmi Negara.40 Bahan hukum ini pada dasarnya memiliki sifat yang 

mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi yang 

dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau 

peraturan perundang-undangan terkait. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer antara lain akan meliputi: 

1. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 

Celestial Bodies (Moon Agreement 1979); 

2. Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space 

and Under Water (Partial Test Ban Treaty 1963); 

3. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other 

Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967); 

4. United Nations Charter 1945; 

5. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969; 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sekumpulan bahan hukum atau 

dokumen berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku, hasil penelitian hukum, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, 

atau doktrin.41 

 
40 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., Hal. 141. 
41 Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hal. 12. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah seluruh bahan hukum yang memberikan 

penjelasan maupun petunjuk, serta pengertian lebih dari bahan hukum 

primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maupun informasi hasil 

penelusuran dari internet serta media massa.42 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan bahan penelitian menggunakan teknik penelitian kepustakaan 

(library research) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

jurnal ilmiah, konvensi internasional, doktrin, kebiasaan-kebiasaan hukum 

internasional, makalah, dokumen resmi, laman internet yang kredibel, dan 

hasil penelitian lainnya.43 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Untuk mampu menarik hasil dan kesimpulan dari permasalahan atau isu 

yang diangkat, maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, 

maupun tersier akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan 

penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan 

hasil penelitian dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang 

logis, efektif, mudah dicerna, dan dipahami sehingga mampu 

 
42 Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hal. 52. 
43 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2014, Hal. 32. 
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diinterpretasikan lewat kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus untuk 

pokok permasalahan yang sedang diteliti.44 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa 

kesimpulan yang ditarik menggunakan penalaran secara deskriptif 

kualitatif, yaitu  suatu proses berpikir yang diartikan atau digambarkan 

secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

penelitian dan disatupadukan dengan kata-kata.45 Dalam menarik 

kesimpulan, Penulis akan menggunakan penarikan secara deduktif yang 

mana akan ditarik suatu kesimpulan dari hal-hal umum dan diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang dihadapi.46

 
44 Sulistyo Basuki, Sukardi, Metode Penelitian, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006, Hal. 68. 
45 Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit., Hal. 32. 
46 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia 

Publishing, 2007, Hal. 393. 
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